
BUPATI BADUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR  10  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang  :  a. bahwa  rokok merupakan hasil olahan tembakau dan 
sintetis yang mengandung nikotin dan tar  yang 

membahayakan kesehatan manusia serta bahaya 
merokok dapat menyebabkan terganggunya atau 

menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok 
maupun yang  perokok pasif;  

b. bahwa dalam rangka lebih efektifnya pelaksanaan

kawasan tanpa rokok maka perlu memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat berkenaan

dengan penyediaan tempat khusus merokok;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung   Nomor 8
Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu

dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurud a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1.  Pasal  18   ayat  (6)   Undang-Undang    Dasar   Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor  69  Tahun  1958   tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009  Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang 

Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif 
Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4276); 

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan                  
Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011, Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor  8 Tahun 
2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8); 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 
dan 

 

BUPATI BADUNG 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN   DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG 

KAWASAN TANPA ROKOK. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Badung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8), 
diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Badung.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Badung. 

5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR 
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang 

untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, 
menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan 
produk tembakau. 

6. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang 
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang 
berada dalam KTR. 

7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang 
dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau 

dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu 
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 
Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies 

lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung 
nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 

8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun 
terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang 
dikeluarkan oleh perokok. 

9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat 
dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat. 

10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang 
digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, 

pendidikan dan/atau pelatihan. 
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11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun 
terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-

anak. 

12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup 

yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus 
dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk 
masing-masing agama secara permanen, tidak 

termasuk tempat ibadah keluarga. 

13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi 
masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, 

dan udara biasanya dengan kompensasi  

14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan 

tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana 
tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja 
untuk keperluan suatu usaha. 

15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang 
dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat 

yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk 
kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, 
swasta, dan/atau masyarakat. 

16. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab 
adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya 
memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan 

dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang 
ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun 

swasta. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan balik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, 
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta 
bentuk badan lainnya. 

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 

wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah ini. 

 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12  
berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 12 

(1)   Pengelola, pimpinan dan/atau  penanggung jawab 
tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf f, tempat umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan tempat lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

h, wajib menyediakan tempat khusus merokok. 
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(2)   Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan : 

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang
berhubungan langsung dengan udara luar

sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan
ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan

d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 

(1) Dalam rangka menegakkan pelaksanaan KTR, Bupati 
membentuk Satuan Tugas Penegak KTR di wilayah 

Daerah. 

(2) Pelaksana Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang melaksanakan tugas penegakan 
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas 
Penegak KTR diatur dalam Peraturan Bupati. 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, dan diantara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a)

sehingga Pasal 21  berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 

(1)   Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 
16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak   
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(1a) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) dan ayat (2)  dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pelanggaran. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 6 Desember 2017 

BUPATI BADUNG, 

TTD 

I NYOMAN GIRI PRASTA 

Diundangkan di Mangupura 

pada tanggal  6 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 

TTD 

I WAYAN ADI ARNAWA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 10 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : 
( 10 , 103 / 2017) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

TTD 

    Komang Budhi  Argawa,SH.,M.Si. 

        NIP. 19710901 199803 1 009 


